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MOTTO 

 

“Terlambat bukan berarti gagal, dan cepat bukan berarti hebat. Setiap orang memiliki 

jalan dan waktunya sendiri untuk sampai pada tujuan. Selama tidak berhenti 

melangkah, setiap keterlambatan hanyalah bagian dari proses menuju keberhasilan” 

 

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah Permulaan”  

(Nadine Amizah) 

 

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpi lah sendiri-sendiri. Tak ada yang tahu, 

kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu. 

Katakan pada dirimu, besok mungkin kita sampai” 

(Hindia) 
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ABSTRAK 

Dalam penulisan ini penulis membahas masalah terdapat kesenjangan 

(disharmonisasi) antara regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan realitas pelaksanaan 

di lapangan. Masalah utama terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana, di mana 

jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak 

Sementara (LPAS) belum merata di setiap wilayah.  

Kesimpulan yang didapat adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor M.HH-09.OT.01.02 Tahun 201 sesuai dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 terkait Pemenuhan hak ABH di Lembaga Pemasyarakatan 

belum berjalan optimal dan masih terdapat banyak ketidaksesuaian dengan mandat 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Kondisi ini disebabkan faktor keterbatasan 

fasilitas, belum optimalnya pemisahan antara anak dan narapidana dewasa.  

Penulis memberikan saran bahwa dalam hal pelaksanaan Pemerintah perlu 

mempercepat pemerataan pembangunan lembaga khusus anak di seluruh wilayah, 

meningkatkan anggaran untuk fasilitas dan menegakkan pemisahan antara anak dan 

dewasa. Selain itu, petugas perlu pelatihan khusus tentang hak anak, dan perlu ada 

mekanisme pemantauan independen untuk memastikan pelaksanaan standar 

perlindungan anak.  

 

Kata kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Lembaga Pemasyarakatan, Hak 
Anak. 
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ABSTRACT 

This study examines the gap between the provisions of Law Number 11 of 2012 

concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law) and its implementation 

in fulfilling the rights of Children in Conflict with the Law (ABH) within correctional 

institutions. The main issues identified include limited facilities and infrastructure, the 

unequal distribution of Special Child Development Institutions (LPKA) and Temporary 

Child Placement Institutions (LPAS), and the suboptimal separation of juvenile inmates 

from adult prisoners.  

The findings indicate that the fulfillment of ABH rights in correctional 

institutions has not yet been optimal. In addition to inadequate facilities, budget support 

and the availability of officers with expertise in child protection approaches remain 

insufficient. As a result, the rehabilitation have not fully reflected the principles of child 

protection and the objectives of the Juvenile Criminal Justice System. 

This study concludes that systematic efforts by the government are needed to 

strengthen the implementation of the SPPA Law through the equitable development of 

LPKA and LPAS, the improvement of educational, and the reinforcement of restorative 

and educational approaches within the correctional system. Furthermore, specialized 

training for officers, independent monitoring mechanisms, and sustainable fulfillment 

of children's rights. 

Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Correctional Institutions, 

Children's Right 
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